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1. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

Manfaat Mata Kuliah : Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan
Hukum Pidana Indonesia, yang meliputi pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dari sisi hukum pidana dari
aspek ruang lingkup, hakekat, sifat, tujuan, fungsi serta hubungan hukum pidana dengan
ilmu — ilmu lainnya.

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Agar mahasiswa dapat memahami hukum pidana dari aspek ruang lingkup, hakekat,
sifat, tujuan, fungsi serta hubungan hukum pidana dengan ilmu — ilmu lainnya.

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Ceramah dan Diskusi

5. Materi Pokok

TUJUAN
NO INSTRUKSIONAL POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN
KHUSUS
1 Pengantar Pengantar A. Aturan kontrak Perkuliahan
Perkuliahan Perkuliahan B. Ruang lingkup Hukum

Pidana Korupsi.
C. Pembagian kelompok
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Tindak Pidana,

Pertanggungjawaban
Pidana, Pemidanaan

Tindak Pidana,
Pertanggungjawaban
Pidana, Pemidanaan

A. Pengertian Tindak Pidana,

Pertanggungjawaban
Pidana, Pemidanaan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Korupsi

3 Kualifikasi Tindak

Penyebabnya

Pidana Korupsi Dan

Kualifikasi Tindak
Pidana Korupsi Dan
Penyebabnya

. Tindak Pidana Korupsi

dalam UU No 31 tahun 1999
jo UU No 20 tahun 2001

. Kualifikasi Tindak Pidana

Korupsi dalam UU No 31
tahun 1999 jo UU No 20
tahun 2001

Tindak Pidana
Korupsi yang
berkaitan dengan

Diri Sendiri atau
orang lain dan

Negara

Perbuatan Melawan
Hukum, Memperkaya

Merugikan Keuangan

Tindak Pidana
Korupsi yang
berkaitan dengan
Perbuatan Melawan
Hukum, Memperkaya
Diri Sendiri atau
orang lain dan
Merugikan Keuangan
Negara

. Pengertian Perbuatan

Melawan Hukum,
Memperkaya Diri Sendiri
atau orang lain dan
Merugikan Keuangan
Negara

. Macam - macam

Perbuatan Melawan
Perbuatan Melawan Hukum,
Memperkaya Diri Sendiri
atau orang lain dan
Merugikan Keuangan
Negara

. Gambaran umum penyebab

dilakukannya Perbuatan
Melawan Perbuatan
Melawan Hukum,
Memperkaya Diri Sendiri
atau orang lain dan
Merugikan Keuangan
Negara.

Suap Dalam Tindak

Penyebabnya

Pidana Korupsi Dan

Suap Dalam Tindak
Pidana Korupsi Dan
Penyebabnya

. Pengertian Suap
. Macam - macam Perbuatan

Suap

. Gambaran umum penyebab
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dilakukannya Perbuatan
suap
6 Pemerasan Dalam Pemerasan Dalam . Pengertian Pemerasan

Tindak Pidana
Korupsi Dan
Penyebabnya

Tindak Pidana
Korupsi Dan
Penyebabnya

. Macam - macam

Perbuatan Pemerasan

. Gambaran umum penyebab

dilakukannya Perbuatan
Pemerasan

7 Penggelapan Dalam | Penggelapan Dalam . Pengertian Penggelapan
Jabatan Sebagai Jabatan Sebagai Dalam Jabatan
Tindak Pidana Tindak Pidana . Macam - macam
Korupsi Dan Korupsi Dan Perbuatan Penggelapan
Penyebabnya Penyebabnya Dalam Jabatan
. Gambaran umum penyebab
dilakukannya Penggelapan
Dalam Jabatan
8 | Mid Semester Mid Semester Mid Semester
9 Penyalahgunaan Penyalahgunaan . Pengertian
Wewenang Sebagai Wewenang Sebagai Penyalahgunaan Wewenang
Tindak Pidana Tindak Pidana . Macam - macam
Korupsi Dan Korupsi Dan Perbuatan Penyalahgunaan
Penyebabnya Penyebabnya Wewenang
. Gambaran umum penyebab
dilakukannya
Penyalahgunaan
Wewenang.
10 | Perbuatan Curang Perbuatan Curang
Dalam Tindak Pidana | Dalam Tindak Pidana . Pengertian Perbuatan
Korupsi Dan Korupsi Dan Curang Dalam
Penyebabnya Penyebabnya Pemborongan
. Macam - macam
Perbuatan Perbuatan
Curang Dalam
Pemborongan
. Gambaran umum penyebab
dilakukannya Perbuatan
Curang Dalam
Pemborongan.
11 | Kepentingan dalam Kepentingan dalam . Pengertian Kepentingan
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pengadaan Sebagai

pengadaan Sebagai

dalam pengadaan

Tindak Pidana Tindak Pidana B. Macam - macam
Korupsi Dan Korupsi Dan Perbuatan Kepentingan
Penyebabnya Penyebabnya dalam pengadaan
C. Gambaran umum penyebab
dilakukannya Kepentingan
dalam pengadaan
12 | Gratifikasi Dalam Gratifikasi Dalam A. Pengertian Gratifikasi
Tindak Pidana Tindak Pidana B. Macam - macam
Korupsi Dan Korupsi Dan Gratifikasi
Penyebabnya Penyebabnya C. Gambaran umum penyebab
dilakukannya Gratifikasi
13 | Peran serta Peran serta A. Upaya Penanggulangan
masyarakat dalam masyarakat dalam Korupsi
pemberantasan pemberantasan B. Peran Serta Masyarakat
tindak pidana tindak pidana C. Perlindungan Saksi dan
korupsi. korupsi. Pelapor dalam Tindak
Pidana Korupsi
14 | Prosedur Prosedur A. Penyidikan
Penanganan Tindak Penanganan Tindak B. Penyelidikan
Pidana Korupsi Pidana Korupsi C. Penuntutan
Dalam Sistem Dalam Sistem D. Pemeriksaan Di Pengadilan
Peradilan Pidana Peradilan Pidana
15 A. Pengertian Tindak Pidana
Tindak Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pencucian Uang Pencucian Uang B. Gambaran umum Tindak
Dalam Tindak Pidana | Dalam Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang
Korupsi Korupsi C. Penjatuhan Hukuman
Pencucian Uang Dalam
Tindak Pidana Korupsi.
16 | Ujian Akhir Semester | Ujian Akhir Semester Ujian Akhir Semester

6. Bahan Bacaan

1) Atmasasmita, Romli 1995, Kapital Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung :
Mandar Maju.

2) Hamzah, Andi 1984. Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta :
Gramedia.
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3) Marpaung, Leden 2001, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan,

4)

5)
6)
7)

8)
9)

10) Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta:

Jakarta : Bina Grafika.

Mulyadi, Lilik 2000, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses
Penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut UU No. 31 Tahun
1999, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta
. Sinar Grafika

Yunara, Edi 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi
Kasus, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Suwaryadi, 1999, Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya, Jakarta
: Sinar Grafika

Evi Hartanti, 7indak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mochtar Lubis dan James Scott (penyunting), Bunga Rampai Korupsi, Jakarta:
LP3ES, 1995.

Sinar Grafika, 2005.

7. Tugas

1. Membuat makalah yang ditentukan sesuai pokok materi masing-masing;

2. Mahasiswa harus mampu, memahami dan menjelaskan Hukum Pidana Indonesia,

yang meliputi pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

8. Kriteria dan Standar Penilaian

No Deskaﬁzgaugalillr(aar:"l)'ugas Tugas KriteriaPenilaian
1 Presensi (20%) 1. Kehadiran Mahasiswa
2 Tugas (20%) 2. Kedisiplinan mahasiswa dalam
3 | Ujian Tengah Semester (30%) mengerjakan tugas tepat waktu;
Ujian Akhir Semester (30%) . Kemampuan  mahasiswa  dalam
(Outcome/ luaranperkuliahan) memahami dan menjelaskan Hukum
4 Pidana Korupsi Indonesia, yang
meliputi pokok bahasan dan sub
pokok bahasan.
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9. Tata Tertib Siswa dan Dosen
Hak Dan Kewajiban Dosen;
Dosen dan mahasiswa memiliki tata tertib yang sama, jadwal perkuliahan sesuai waktu yang
ditentukan dan hanya memiliki toleransi keterlambatan 10 menit;

10.Lain-lain
Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat
dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi
kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak | Pihak Il
Dosen Pengampu, a.n. Mahasiswa
(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH. ) ( )
NIDN. 0114038801 NPM.
Mengetahui
UPM Fakultas Hukum ULB; Kaprodi Fakultas Hukum ULB;

€ Indra Kuhalasari. M.SH.MH)
NIDN.0125058702

(Putri Habibah Siregar, SH., MH) ( Indra Kumala Sari Munthe, SH., MH)
NIDN. 0130069502 NIDN : 0125058702



